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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)          

DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 

BOGOR 

 

Oleh: 

SYEVANA IMANIA PUTRI 

 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan informasi elektronik yang 

digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dalam aplikasi 

digital melalui smartphone yang menampilkan identitas data pribadi yang 

bersangkutan. Hal ini telah terumus pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 

Tahun 2022. Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tidak semuanya berjalan 

dengan lancar dan maksimal, masih terdapat beberapa masalah ataupun kendala. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Identitas Kependudukan 

Digital (IKD) yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bogor serta mendeskripsikan faktor penghambat atas penerapannya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan 

teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi yang 

dikaji dengan teori implementasi menurut Ripley dan Franklin yaitu kepatuhan, 

lancarnya rutinitas fungsi, serta terwujudnya kinerja dan dampak yang diinginkan. 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah diselenggarakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Namun masih terdapat 

kendala seperti keterbatasan loket penerbitan aplikasi IKD dan kurangnya 

pemahaman masyarakat mengenai manfaat aplikasi tersebut. Dari hasil penelitian 

ini, peneliti merekomendasikan saran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bogor agar memisahkan loket penerbitan IKD dengan loket cetak 

KTP-el, serta memberikan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh kepada 

masyarakat dan instansi-instansi lainnya terkait penggunaan dan manfaat aplikasi 

IKD. 

Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital (IKD), Implementasi, Digitalisasi 
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF DIGITAL POPULATION IDENTITY (IKD) IN THE 

POPULATION AND CIVIL REGISTRATION SERVICE OF BOGOR 

REGENCY 

 

By: 

SYEVANA IMANIA PUTRI 

 

Digital Population Identity (IKD) is an electronic information system used to 

represent population documents in digital applications through smartphones, 

displaying relevant personal identity data. This has been formulated in the 

Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2022. The implementation of 

Digital Population Identity (IKD) at the Population and Civil Registration Service 

of Bogor Regency has not been entirely smooth and optimal, as several problems 

and constraints remain present. This research aims to analyze the implementation 

of Digital Population Identity (IKD) conducted by the Population and Civil 

Registration Service of Bogor Regency and to describe the inhibiting factors in its 

implementation. The method used in this research is descriptive qualitative, with 

data collection techniques including interviews, documentation, and observation, 

analyzed using Ripley and Franklin's implementation theory which focuses on 

compliance, smooth functional routines, and the achievement of desired 

performance and impacts. Digital Population Identity (IKD) has been 

implemented by the Population and Civil Registration Service of Bogor Regency. 

However, there are still constraints, such as the limited number of IKD 

application issuance counters and a lack of public understanding regarding the 

benefits of the application. Based on the research findings, the researchers 

recommend that the Population and Civil Registration Service of Bogor Regency 

separate the IKD issuance counter from the electronic ID card printing counter 

and provide comprehensive socialization and education to the public and other 

institutions regarding the use and benefits of the IKD application. 

Keywords: Digital Population Identity (IKD), Implementation, Digitalization 
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MOTTO 

 

 

“Lakukanlah kebaikan walaupun itu mungkin melelahkan, karena lelahnya akan 

hilang tapi kebaikannya akan bertahan.” 

(Ust. Hanan Attaki) 

 

 

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu, lebarkan lagi 

rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang 

kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-

gelombang itu yang bisa kau ceritakan.” 

(Boy Candra) 

 

 

“Keep it up and go on, you’re only holding out for what you want. I know that it’s 

so frustrating, but keep it up.” 

(Alex O’Connor)   
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penerapan digitalisasi pada sektor pemerintahan di bidang pelayanan 

publik di Indonesia mengalami kemajuan seiring perkembangan zaman, 

contohnya pada pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan 

adminstrasi kependudukan secara digital memberi peluang bagi pemberi 

pelayanan dan pengguna pelayanan yang bersifat cepat, efisien, dan dapat 

menghemat waktu. Sebagai wujud tertib administrasi kependudukan dan 

peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, 

administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelayanan 

publik dalam urusan administrasi kependudukan melayani pencatatan 

peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil. Identitas kependudukan 

menjadi data informasi pribadi yang diterbitkan menjadi Nomor Induk 

Kependudukannya (NIK) oleh Pemerintah Pusat. Data tersebut tertera 

dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, 

yang nantinya dicetak menjadi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi 

Kependudukan berbunyi: “Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya 

disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang 

merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan 

oleh Instansi Pelaksana”.  
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Kabupaten Bogor secara administrasi terdiri dari 434 desa/kelurahan 

(417 desa dan 17 kelurahan) yang tercakup dalam 40 kecamatan. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan penulis di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 12 

Oktober 2023, Bapak Suparno selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk 

Disdukcapil Kabupaten Bogor menyebutkan bahwa data penduduk per 

30 Juni 2023 menunjukkan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor yaitu 

5.473.476 jiwa. Hal ini menjadikan Kabupaten Bogor sebagai kabupaten 

dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Barat, bahkan di 

Indonesia yang dijelaskan melalui data yang terdapat pada website Open 

Data yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  

Pada hasil observasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. 

Bogor, jumlah masyarakat di Kabupaten Bogor sampai dengan Juni 2023 

yang termasuk ke dalam usia Wajib KTP-el yakni 3.910.416 dan yang 

sudah memiliki KTP-el yaitu 3.817.469. 

Berdasarkan data tersebut, terdapat 92.947 jiwa yang belum memiliki 

KTP-el. Dapat dilihat bahwa belum semua penduduk wajib KTP-el telah 

memiliki dokumen kependudukan tersebut, dan diketahui belum seluruh 

penduduk yang sudah melaksanakan rekam data secara langsung 

mempunyai KTP-el. Hal ini terjadi akibat kurangnya blangko KTP-el 

sehingga masyarakat harus menunggu. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, terdapat keterbatasan blangko 

KTP-el pada nyatanya telah berlangsung sejak lama dan bukan hanya 

terjadi di Kabupaten Bogor, melainkan juga di daerah lain di Indonesia. 

Permasalahan tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah 

yakni Ditjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri untuk meluncurkan 

inovasi yaitu KTP Digital dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) (Bella dan Widodo, 2023).  
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Berikut adalah tampilan awal aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

(IKD): 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tampilan awal Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

      Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023 

Dasar penggunaan Identitas Kependudukan Digital telah diatur dalam 

Permendagri No. 72 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Identitas 

Kependudukan Digital. Identitas Kependudukan Digital tidak hanya 

memuat KTP-el dalam bentuk digital saja, namun didalamnya meliputi 

Kartu Keluarga, data keluarga, biodata penduduk, Kartu Identitas Anak 

serta dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Identitas Kependudukan Digital (IKD) bertujuan untuk: a) 

Mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai 

digital kependudukan; b) Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi 

kependudukan bagi penduduk; c) Mempermudah dan mempercepat 

transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital; d) 

Mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui 

sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. 

Ditjen Kementrian Dalam Negeri Zudan menjelaskan, Dukcapil 

menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia 

menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) tahun ini (Dukcapil 

Kemendagri, 2023). Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 

kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, Ditjen Dukcapil 
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Kemendagri mengharapkan bagi setiap Disdukcapil di tingkat 

Kota/Kabupaten dapat memenuhi target sebesar 25% dari total jumlah 

wajib KTP yang tercatat.  

Tabel 1. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten          

Bogor  

No. Bulan Jumlah Aktivasi IKD 

1. Juni 2022 28 

2. Juli 2022 42 

3. Agustus 2022 52 

4. September 2022 134 

5. Oktober 2022 202 

6. November 2022 195 

7. Desember 2022 771 

8. Januari 2023 2.064 

9. Februari 2023 2.114 

10. Maret 2023 2.465 

11. April 2023 1.344 

12. Mei 2023 1.861 

13. Juni 2023 3.130 

14. Juli 2023 3.936 

15. Agustus 2023 4.601 

16. September 2023 3.925 

17. Oktober 2023 2.953 

18. November 2023 2.557 

19. Desember 2023 3.291 

Jumlah s.d. Desember 2023 35.665 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor, 2023 

Berdasarkan tabel tersebut, hal ini menunjukkan cakupan aktivasi 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bogor masih 

tergolong jauh dari yang diharapkan, yakni 3,64%. Menurut Bapak 

Suparno selaku Kepala Seksi Identitas Penduduk Disdukcapil Kabupaten 

Bogor hal ini disebabkan oleh Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

yang baru disosialisasikan ke tingkat pegawai Disdukcapil, lembaga dan 

instansi pemerintah lainnya, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui 

sosial media. Kemudian banyaknya penduduk yang terdapat di wilayah 

terpencil yang awam dengan teknologi menurutnya juga menjadi kendala 

dalam pencapaian target ini.  

Hasil observasi peneliti ini berbanding terbalik dengan penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sasongko (2023) terkait 

implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas 
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Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Pada 

penelitian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bandung sebagai pelaksana administrasi kependudukan telah 

menyelanggaran berbagai inovasi pelayanan sehingga secara garis besar 

memiliki kesiapan yang baik untuk mengimplementasikan kebijakan 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang didukung oleh sumber 

mencukupi, baik sumber daya manusia, finansial, maupun sarana kerja. 

Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pun sudah mulai 

bisa digunakan dalam berbagai layanan pemerintah. Namun dalam 

pelaksanaannya, tak sedikit masyarakat yang memberi kritik bahwa 

terkadang sulit menggunakan KTP Digital untuk urusan pelayanan 

publik, contohnya yaitu di beberapa perbankan. Hal tersebut dikuatkan 

oleh salah satu masyarakat yakni Winda Maulida dalam wawancara yang 

telah dilakukan pada 10 Desember 2023, ia menjelaskan bahwa terjadi 

kendala yang dialami pada saat akan melakukan aktivasi Identitas 

Kependudukan Digital yang disebabkan oleh gangguan sinyal atau error. 

Kemudian ia menyebutkan bahwa untuk menggunakan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) di beberapa pelayanan publik masih 

membutuhkannya dalam bentuk fisik, seperti print out tampilan pada 

aplikasi IKD, sehingga ia berpendapat hal ini tidak sejalan dengan tujuan 

diselenggarakannya IKD yaitu mempermudah dan mempercepat 

transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Implementasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bogor”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bogor? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam penerapan aplikasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

diantaranya: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat 

dalam pengimplementasian Identitas Kependudukan Digital (IKD) di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai seperti yang telah 

diuraikan sebelumnya, adapun manfaat penelitian ini diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara dalam 

implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini kiranya dapat membantu dan memberi 

masukan serta menjadi tambahan pengetahuan bagi berbagai pihak 

yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam mewujudkan sebuah 

penelitian dengan mengenal sudut pandang penelitian yang lain, dan 

menjadi salah satu acuan dasar penulis dalam melakukan sebuah penelitian 

yang dapat membantu peneliti untuk memperluas dan memahami teori 

tentang suatu pembahasan yang serupa dengan penelitian lainnya. Dalam 

tinjauan pustaka ini peneliti memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu 

sebagai berikut. 

Penelitian Kusumawardani (2023) mengenai penyelenggaraan Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Klaten dengan menggunakan metode analisis Edward III 

menunjukkan bahwa identifikasi empat faktor keberhasilan implementasi 

kebijakan masih belum berjalan dengan baik dapat dilihat 3 (tiga) dari 4 

(empat) faktor yang belum terpenuhi dan akhirnya menghambat 

keberhasilan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) seperti 

faktor komunikasi, disposisi atau sikap pelaksana, dan sumber daya. 

Kendala yang terjadi pada penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yaitu 

kendala jaringan saat pelayanan jemput bola, persyaratan yang harus 

dipenuhi untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum 

lengkap, dan kesadaran masyarakat yang merasa aplikasi tersebut belum 

penting.
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Hal ini sejalan dengan penelitian Trisnawati (2023) memiliki hasil 

pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang belum memenuhi target nasional 

kepemilikan Identitas Kependudukan Digital yaitu sebesar 25% jumlah 

penduduk wajib KTP-el di Kota Surakarta. Kendala yang dialami pada 

penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta diantaranya kendala internal yakni 

akses sistem database ataupun kendala jaringan dan kendala eksternal yaitu 

kepemilikan perangkat masyarakat dan rendahnya kesadaran masyarakat 

Kota Surakarta untuk menerbitkan Identitas Kependudukan Digital.  

Berikutnya penelitian oleh Bella dan Widodo (2023) mengungkapkan proses 

implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan 

Tambaksari, Kota Surabaya dengan memperhatikan aspek dari teori 

implementasi Edward III meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi atau 

perilaku, dan struktur birokrasi. Di Kecamatan Tambaksari proses 

implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang mencakup empat 

variabel atau dimensi dalam implementasi sudah cukup baik dan proses 

implementasi sudah berjalan dan dilakukan sesuai dengan prosedur 

pelayanan publik yang ada, sebagian dari masyarakat juga sudah melakukan 

aktivasi IKD bahkan sampai sudah menggunakan IKD untuk pelayanan 

publik lainnya seperti mengambil bantuan maupun proses pelayanan di 

Bank. 

Berdasarkan perbandingan beberapa penelitian terdahulu yang telah 

dijelaskan, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai 

implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor mempunyai 

persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif. Sementara itu, perbedaan penelitian ini 

dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu penggunaan teori dan lokasi 

penelitian. Penelitian ini menggunakan teori mengenai keberhasilan 

implementasi menurut Ripley dan Franklin. Kemudian terkait dengan lokasi 
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penelitian, lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.  

 

2.2 Kebijakan Publik  

2.2.1 Konsep Kebijakan Publik 

Menurut Jones (dalam Mustari, 2015) kebijakan digunakan dalam 

praktik sehari-hari, tetapi diaplikasikan untuk menggantikan tindakan 

atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering digunakan 

secara bergantian dengan tujuan, program, keputusan, standar, 

proposal dan rencana besar. Walaupun kebijakan publik mungkin 

tampak abstrak, atau mungkin dapat dilihat sebagai sesuatu. Kebijakan 

publik terjadi pada seseorang, namun pada kenyataannya seperti yang 

disebutkan sebelumnya, banyak kebijakan publik yang sangat 

mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan Freadrich 

(dalam Pramono, 2020) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan 

atau kegiatan yang direkomendasikan oleh seseorang, kelompok atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan adanya hambatan 

(kesulitan) dan peluang (kesempatan), yang diatasi dengan kebijakan 

tersebut akan membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kemudian, Dye (dalam Taufiqurokhman, 2014) berpendapat bahwa 

kebijakan publik merupakan apapun dari apa yang pemerintah pilih 

untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Istilah ini sangat luas karena 

kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dijalankan pemerintah 

ketika pemerintah mengalami suatu permasalahan publik, contohnya 

pemerintah tidak mengambil kebijakan ketika mengetahui ada jalan 

raya yang rusak. Hal ini sejalan dengan pemikiran Edward III dan 

Sharkansy (dalam Kadji, 2015) yang berpendapat bahwa kebijakan 

publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan atau tidak 

lakukan. Faktanya, kebijakan adalah serangkaian tujuan dan sasaran 

program pemerintah, baik yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. 
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Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik 

merupakan serangkaian keputusan yang diambil dan dilaksanakan 

oleh institusi publik (pemerintah) dalam rangka menyelesaikan 

persoalan-persoalan publik atau sebagai solusi terhadap permasalahan 

publik demi kepentingan seluruh masyarakat. Cakupan kebijakan 

publik sangat luas karena mencakup beberapa sektor atau bidang 

pembangunan seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, 

pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan dan lain-lain. 

Kebijakan publik memiliki suatu proses interaktif yang melibatkan 

pemerintah selaku perancang dan penetap kebijakan serta masyarakat 

yang menjadi sasaran dan penerima dampak langsung dari kebijakan 

tersebut. Hubungan antara kedua pihak ini bersifat dinamis dan saling 

memengaruhi, di mana aspirasi dan kebutuhan masyarakat seharusnya 

menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses perumusan 

kebijakan.  

Pada konteks demokrasi modern, menurut Islamy (dalam Mustari, 

2015), proses penyusunan kebijakan negara tidak boleh hanya terbatas 

pada pemikiran para pejabat yang secara resmi mewakili rakyat. 

Sebaliknya, opini publik memiliki kedudukan yang sama pentingnya 

dan harus secara aktif diakomodasi dalam setiap rumusan kebijakan. 

Artinya, para pejabat publik yang berwenang dalam pembuatan 

kebijakan memiliki tanggung jawab untuk melakukan proses 

konsultasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Mereka wajib 

mendasarkan setiap kebijakan pada kepentingan umum, sehingga 

produk kebijakan yang dihasilkan dapat memperoleh respon positif 

dari masyarakat serta benar-benar merefleksikan kebutuhan dan 

harapan publik. 

2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik 

Wahab (dalam Mustari, 2015) menyampaikan bahwa ciri-ciri 

kebijakan publik merupakan ciri khusus yang erat pada kebijakan 

publik, muncul karena kebijakan dibuat oleh orang-orang yang 
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mempunyai otoritas dalam sistem politik, seperti pemimpin adat, 

ketua suku, badan eksekutif, legislator, hakim, administrator, dan lain-

lain. Berikut adalah ciri-ciri kebijakan menurut Wahab (dalam 

Mustari, 2015): 

1. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan, 

bukan perilaku atau tindakan yang acak dan kebetulan, melainkan 

tindakan yang terencana. 

2. Kebijakan publik pada hakikatnya terdiri dari tindakan-tindakan 

yang saling berkaitan dan diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu 

yang ingin dicapai oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan 

keputusan yang berdiri sendiri. 

3. Kebijakan erat kaitannya dengan apa yang dilakukan pemerintah 

dalam bidang tertentu, dalam artian setiap kebijakan pemerintah 

diikuti dengan suatu tindakan konkrit. 

4. Kebijakan publik bisa bersifat positif atau negatif, dalam bentuk 

positifnya, kebijakan mencakup berbagai bentuk tindakan 

pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi permasalahan 

tertentu, sedangkan dalam bentuk negatifnya mengacu pada 

keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan apa pun atau 

tidak melakukan apa pun untuk menyelesaikan masalah tersebut 

yang dimana uluran tangan pemerintah sangat diperlukan. 

 

2.2.3 Tahap-tahap Kebijakan Publik 

Menurut Lindblom (dalam Mustari, 2015) proses pembuatan 

kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks karena 

melibatkan banyak proses dan variabel yang harus dikaji. Tujuan dari 

pembagian tersebut adalah untuk memudahkan pengkajian kebijakan 

publik. 

Ripley (dalam Kadji, 2015) memberikan alur tahapan kebijakan 

publik yakni sebagai berikut.  
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1. Penyusunan Agenda Kebijakan  

Pada tahap ini merupakan tahap penentuan suatu masalah atas 

fenomena yang terjadi oleh para pemangku kepentingan, karena 

bisa saja ada kelompok sosial yang menganggap suatu gejala 

sebagai suatu masalah, namun sebagian masyarakat atau elite 

politik lainnya tidak menganggapnya sebagai masalah, kemudian 

akan dibuat batasan masalah.  

2. Formulasi dan Legitimasi Kebijakan 

Analisis kebijakan melibatkan pengumpulan dan menganalisis 

informasi terkait masalah yang dihadapi, kemudian mencoba 

mengembangkan pilihan alternatif kebijakan, membangun 

dukungan dan bernegosiasi untuk mencapai kebijakan yang 

dipilih. 

3. Implementasi Kebijakan 

Tahap ini memerlukan dukungan sumber daya dan pembentukan 

organisasi yang melaksanakan kebijakan. Sistem insentif, 

penghargaan, dan sanksi (reward and punishment) sering 

digunakan dalam proses implementasi agar implementasi 

kebijakan dapat berjalan lancar.  

4. Evaluasi Kebijakan 

Hasil evaluasi ini akan berguna untuk menentukan kebijakan baru 

di masa depan agar kebijakan tersebut lebih baik dan berhasil. 

Howlet dan Ramesh (dalam Kadji, 2015) menyatakan bahwa proses 

kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, yaitu sebagai berikut: 1) 

Penyusunan agenda (agenda setting), yakni suatu proses agar suatu 

masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah; 2) Formulasi 

kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-

pilihan kebijakan oleh pemerintah; 3) Pembuatan kebijakan (decision 

making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan 

suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan; 4) 

Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses untuk 

melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil; 5) Evaluasi kebijakan 
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(policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil 

atau kinerja kebijakan. 

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap praktis dalam proses 

kebijakan, yang melibatkan pelaksanaan nyata suatu kebijakan yang 

telah disetujui, dengan memanfaatkan berbagai sarana untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan tahap formulasi 

kebijakan yang bersifat teoritis, implementasi adalah momen di mana 

rancangan kebijakan diubah menjadi tindakan konkret dan terukur. 

 

2.3 Konsep Implementasi  

2.3.1 Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan menjadi penghubung antara tujuan yang ingin 

dicapai dengan hasil nyata dari kegiatan pemerintahan. Konsep ini 

diperkuat oleh pemikiran Van Meter dan Horn (dalam Akib dan 

Tarigan, 2008) yang memandang implementasi sebagai proses 

pembentukan jejaring yang memungkinkan tercapainya tujuan 

kebijakan publik melalui serangkaian aktivitas instansi pemerintah 

dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 

Secara bahasa, implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. 

Kata implementasi berasal dari kata “to implement” yang artinya 

mengimplementasikan. Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2008) 

mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang 

senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yaitu 

kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah 

disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup 

baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 

menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-

kejadian.  
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Dapat disimpulkan bahwa implementasi tidak hanya sekedar 

menerapkan atau melaksanakan sesuatu, tapi lebih dari itu. 

Implementasi mencakup seluruh proses dan kejadian yang terjadi 

setelah suatu kebijakan atau program dinyatakan berlaku. Ini termasuk 

berbagai kegiatan administratif dan upaya-upaya untuk menghasilkan 

dampak nyata di masyarakat.  

Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik kerap mengalami 

ketidaksesuaian antara rencana awal dan implementasi. Selalu ada 

celah antara ekspektasi dan realisasi di lapangan. Berbagai kendala 

dapat memicu ketidaksesuaian ini, contohnya ketika pendanaan 

minimal yang diperlukan tidak tersedia, namun kebijakan tetap harus 

dijalankan tanpa bisa ditunda pelaksanaannya (Tachjan, 2006). 

Mustari (2015) mengungkapkan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan 

sangat ditentukan oleh proses implementasinya, yang sekaligus 

menjadi tahapan penting untuk pengembangan kebijakan di masa 

depan. Formulasi kebijakan yang telah disusun dengan baik tidak akan 

bermakna jika hanya menjadi dokumen yang tersimpan tanpa 

pelaksanaan. Maka dari itu, proses implementasi menjadi tolok ukur 

penting dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan. 

Implementasi kebijakan merupakan fase yang sangat penting karena 

menjadi penentu kesuksesan suatu kebijakan. Serangkaian aksi yang 

dilakukan dalam tahap ini merupakan proses pengubahan dari 

rumusan kebijakan menjadi langkah-langkah operasional yang 

nantinya akan menghasilkan perubahan sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut (Pramono, 2020). 

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari berbagai aspek 

yaitu hasil nyata (output) yang berwujud konkret, capaian (outcome) 

yang terlihat dari tercapainya target seperti pemahaman publik atau 

institusi, keuntungan (benefit) dalam berbagai bentuk, dampak 

(impact) baik yang diharapkan maupun tidak, serta kelompok sasaran 

yang mencakup perorangan maupun kelompok tertentu. 
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2.3.2 Tahap-Tahap Implementasi 

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik menurut 

Tachjan (2006) terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:  

1) Merancang (design) program beserta perincian tugas dan 

perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang 

jelas serta biaya dan waktu.  

2) Melaksanakan (aplication) program dengan mendayagunakan 

struktur-struktur dan personalia, serta sumber-sumber lainnya, 

prosedur dan metode yang tepat.  

3) Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana 

pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan 

kebijakan. 

Kemudian menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008), 

pada implementasi terdapat beberapa tahapan di dalamnya yaitu: 

1) Perencanaan (Planning), merupakan suatu proses yang 

menetapkan tujuan, mengembangkan strategi serta menguraikan 

tugas maupun jadwal dalam mencapai tujuan yang semakin 

terarah agar dapat efektif serta efisien.  

2) Keteladanan (Explary), merupakan suatu komitmen guna 

memberikan contoh terbaik dalam setiap implementasi yang 

dilakukan. 

3) Pelaksanaan, merupakan bagian atau tahapan terpenting dalam 

implementasi dikarenakan dalam pelaksanaan ini dilakukan suatu 

tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara jelas dan 

memiliki suatu tujuan.  

 

2.3.3 Model-model Implementasi 

Pada dasarnya kebijakan dirancang untuk memuat tujuan untuk 

menciptakan situasi yang diinginkan dan proses implementasinya 

disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Jadi, 

ketika kebijakan dibuat maka tugas selanjutnya adalah 
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mengorganisasikan pelaksanaan atau mengimplementasikan program 

kebijakan tersebut (Kadji, 2015). Berikut adalah beberapa model 

implementasi yang dikemukakan oleh para pakar kebijakan publik. 

Pertama, terdapat model implementasi yang dikemukakan oleh Ripley 

dan Franklin (dalam Cahyadi, 2018). Dalam buku "Policy 

Implementation and Bureaucracy" yang diterbitkan tahun 1986, 

Ripley dan Franklin membahas tiga konsep penting untuk mengukur 

keberhasilan implementasi kebijakan. 

1. Konsep pertama adalah kepatuhan terhadap aturan (the degree of 

compliance on the statute). Ini berarti keberhasilan implementasi 

dapat dilihat dari sejauh mana para pelaksana mematuhi dan 

menjalankan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang sudah 

ditetapkan. 

2. Konsep kedua berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan tugas 

rutin (smoothly functioning routine and the absence of problem). 

Implementasi dianggap berhasil jika kegiatan sehari-hari dapat 

berjalan dengan lancar dan tidak menghadapi kendala yang berarti. 

3. Konsep ketiga fokus pada pencapaian kinerja dan dampak yang 

diinginkan (the leading of the desired performance and impact). 

Implementasi dinilai berhasil ketika hasil yang dicapai sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan dan memberikan dampak positif 

yang diinginkan. 

Ketiga cara pandang ini memberikan kerangka yang jelas untuk 

menilai apakah suatu kebijakan telah berhasil diterapkan atau tidak. 

Dengan menggunakan ketiga konsep ini, proses evaluasi keberhasilan 

implementasi kebijakan menjadi lebih terukur dan mudah dilakukan. 

Kemudian, terdapat model implementasi yang dikemukakan oleh 

Korten. Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008) membuat Model 

Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai 

pendekatan proses pembelajaran. Kemudian menyatakan bahwa suatu 
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program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga 

unsur implementasi program, yaitu:  

1) Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian 

antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang 

dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Hadirnya suatu 

program harus mempunyai efek yang positif agar dapat 

bermanfaat bagi penerima program tersebut. 

2) Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu 

kesesuaian antara tugas yang dipersyaratkan oleh program dengan 

kemampuan organisasi pelaksana. Organisasi sebagai pelaksana 

dapat menjadi tempat untuk tercapainya tujuan yang sudah 

ditetapkan dalam penerapan program. 

3) Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi 

pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan 

organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa 

yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program. 

 

 

 

 

 

                   Gambar 2. Model Kesesuaian Korten 

Sumber: Akib dan Tarigan (2008) 

Berdasarkan pemikiran Korten (dalam Akib dan Tarigan, 2008), dapat 

dipahami bahwa jika ketiga unsur implementasi kebijakan tidak 

selaras maka program tidak akan berhasil sesuai harapan. Jika output 

program tidak memenuhi kebutuhan khalayak sasaran, jelas output 

tersebut tidak dapat digunakan. Jika organisasi yang melaksanakan 

program tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan tugas-tugas 
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yang diperlukan dalam program, organisasi tidak dapat 

mengkomunikasikan output program secara memadai. Atau jika 

kelompok sasaran tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan oleh 

organisasi pelaksana program, maka kelompok sasaran tidak akan 

mendapatkan output dari program tersebut. Oleh karena itu, 

kesesuaian ketiga unsur implementasi kebijakan sangat penting agar 

program dapat berjalan sesuai rencana (Akib dan Tarigan, 2008). 

Kemudian terdapat perbedaan dengan yang dikemukakan Korten, 

Smith (dalam Tachjan, 2006) berpendapat ada empat variabel yang 

harus diperhatikan dalam proses implementasi. Model yang lebih 

klasik adalah model proses atau aliran Smith (1973). Keempat 

variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu 

kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi sehingga terjadi 

ketegangan yang dapat menimbulkan protes, bahkan tindakan fisik 

yang memerlukan penerapan institusi untuk mencapai tujuan politik. 

Ketegangan ini juga dapat menyebabkan perubahan pada lini institusi.  

Berdasarkan hal tersebut, pola interaksi keempat variabel 

implementasi kebijakan menimbulkan ketidaksesuaian, ketegangan, 

dan tekanan. Pola-pola interaksi ini dapat mengarah pada 

pembentukan lembaga-lembaga tertentu dan dapat dijadikan sebagai 

umpan balik untuk meredakan ketegangan dan memasukkan kembali 

peristiwa-peristiwa dan pola-pola kelembagaan tersebut ke dalam 

matriks. Ada empat variabel dalam implementasi kebijakan publik 

tersebut, yaitu: 

1) Kebijakan yang diidealkan (idealised policy), yaitu pola interaksi 

ideal yang telah mereka tetapkan dalam kebijakan yang ingin 

mereka capai. 

2) Kelompok sasaran (target groups), yaitu mereka (orang-orang) 

yang paling terkena dampak langsung dari kebijakan tersebut dan 

harus mengadopsi pola komunikasi yang diharapkan oleh para 

perumus kebijakan 
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3) Implementing organization, yaitu lembaga administratif atau unit 

birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab atas implementasi 

kebijakan 

4) Environmental factor, yaitu unsur lingkungan yang 

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, 

seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. 

Berbeda pendapat dengan yang telah dijelaskan Smith, menurut Jones 

(dalam Kadji, 2015), implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan 

yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan 

memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu:  

1) Pengorganisasian. Struktur oganisasi yang jelas, pembentukan 

dan penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode 

diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga 

pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang 

kompeten dan berkualitas.  

2) Interpretasi. Para pelaksana harus mampu menjalankan program 

sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan 

yang diharapkan dapat tercapai.  

3) Penerapan atau Aplikasi. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan 

yang meliputi penyediaan barang dan jasa. Kemudian perlu 

adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja 

dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak 

berbenturan dengan program lainnya. 

 

 

2.4 Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan informasi elektronik 

yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data 

balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone yang menampilkan 
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identitas data pribadi yang bersangkutan. Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan digitalisasi 

dokumen kependudukan yang saat ini digunakan oleh warga negara 

Indonesia melalui telepon seluler, baik dalam bentuk foto maupun kode QR, 

dan diharapkan dapat mempermudah pelayanan administrasi kependudukan, 

lebih cepat, efektif dan efisien (Zafira dan Hertati, 2023). 

Penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 

tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan 

Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas 

Kependudukan Digital. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

pada tahap awal dilakukan pada seluruh pegawai di lingkungan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota/kabupaten, kemudian pegawai di 

instansi pemerintahan lain di seluruh Indonesia, kemudian mahasiswa 

maupun pelajar serta masyarakat umum. 

Bagi penduduk yang telah memiliki KTP-el dalam bentuk kartu ataupun 

penduduk yang telah melakukan rekam data namun belum mendapatkan 

KTP-el dalam bentuk kartu dapat memiliki Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) yang merepresentasikan dokumen kependudukan. 

Berdasarkan Pasal 14 Permendagri No.72 Tahun 2022 tentang Standar dan 

Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP Elektronik 

serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, penyelenggaraan 

Identitas Kependudukan bertujuan untuk: 

1. Mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai 

digital kependudukan; 

2. Meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk; 

3. Mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat 

dalam bentuk digital; dan 

4. Mengamankan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui 

sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. 
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Dalam segi keamanan, aplikasi Identitas Kependudukan Digital dilengkapi 

dengan fitur pencegahan tanggap layar, sehingga meminimalkan 

penyalahgunaan informasi. 

Berikut adalah fungsi Identitas Kependudukan Digital yang terdapat pada 

Permendagri No. 72 Tahun 2022: 

1. Pembuktian identitas, dilakukan melalui verifikasi data identitas untuk 

pembuktian atas kepemilikan Identitas Kependudukan Digital. 

2. Autentikasi identitas, dilakukan melalui verifikasi biometrik, data 

identitas, kode verifikasi, dan QR code untuk pembuktian pemilik 

Identitas Kependudukan Digital. 

3. Otorisasi identitas. Merupakan hak otorisasi pemilik Identitas 

Kependudukan Digital terhadap data Identitas Kependudukan Digital 

untuk dapat diakses oleh Pengguna data. 

Identitas Kependudukan Digital tidak hanya memuat KTP-el saja, namun 

didalamnya meliputi, biodata Penduduk, kartu keluarga, surat keterangan 

Kependudukan, dan akta pencatatan sipil, KIA sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

Adapun tata cara penerbitan Identitas Kependudukan Digital, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui play 

store/app store; 

2. Penduduk melakukan registrasi pada laman aplikasi Identitas 

Kependudukan Digital dengan mengisi NIK, alamat e-mail, nomor 

telepon;  

3. Melakukan swafoto orang yang bersangkutan; 

4. Lakukan scan QR Code ke Operator Disdukcapil/kecamatan; 

5. Melakukan pengecekan e-mail (melakukan aktivasi pada e-mail masuk 

yang dikirimkan dari SIAK Terpusat) 

6. Buka aplikasi Identitas Kependudukan Digital, masukan PIN sesuai 

kode Aktivasi yang diterima di e-mail. 
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2.5 Kerangka Pikir 

Sekaran (dalam Sugiyono, 2013) berpendapat bahwa kerangka berpikir 

adalah model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting.  

Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia 

bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan 

publik atau privat dalam bentuk digital. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

ingin mengetahui implementasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor 

dengan menggunakan tiga unsur yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi suatu program menurut Ripley dan Franklin, yaitu: 1) 

Kepatuhan; 2) Lancarnya rutinitas fungsi; 3) Terwujudnya kinerja dan 

dampak yang diinginkan 
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Gambar 3. Kerangka Pikir 

Sumber: Data diolah peneliti (2024)  

Adanya keluhan dari Masyarakat terhadap program 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang kurang 

sesuai dengan tujuan pembetukannya 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 

tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, 

Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk 

Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas 

Kependudukan Digital 

Implementasi Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bogor 

Implementasi Program Menurut 

Ripley dan Franklin: 

1. Kepatuhan  

2. Lancarnya rutinitas fungsi  

3. Terwujudnya kinerja dan 

dampak yang diinginkan 

Agar terciptanya pelayanan publik 

yang efisien melalui program Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hal ini dikarenakan pada 

penelitian ini peneliti menegaskan pada pemahaman tentang fenomena 

sosial atau masalah-masalah dalam kehidupan sosial yang berdasarkan 

keadaan realitas pada kehidupan masyarakat. Penggunaan pendekatan 

penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menelaah 

penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, serta apa saja 

hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan program tersebut.  

3.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada implementasi Identitas Kependudukan 

Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bogor, yang meliputi apa saja yang dilakukan untuk memperluas 

cakupan penggunaan aplikasi tersebut dalam pelaksanaan IKD yang 

dianalisis dan dideskripsikan melalui teori Ripley dan Franklin (dalam 

Cahyadi, 2018), yaitu: 

1. Kepatuhan 

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dijalankan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, ini juga berkaitan dengan 

kepatuhan akan persyaratan dan prosedur Identitas Kependudukan 

Digital (IKD) yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bogor.  
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2. Lancarnya rutinitas fungsi. 

Dalam hal ini, implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sebagai 

organisasi pelaksana harus mempunyai kemampuan yang sesuai 

dengan pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

dan memberikan kelancaran dalam mencapai tujuan dari program 

tersebut. 

3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang diinginkan 

Dalam hal ini terkait dengan kinerja dan dampak dalam program 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor melalui 

kemudahan pelayanan yang didapatkan kelompok sasaran sehingga 

menimbulkan manfaat yang baik bagi masyarakat sebagai kelompok 

sasaran dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bogor sebagai organisasi pelaksana program Identitas 

Kependudukan Digital (IKD). 

 

Selain itu, hal yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui faktor penghambat yang menjadi kendala melalui 

penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.  

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan 

dilaksanakan untuk mendapatkan informasi serta gambaran yang lebih 

jelas dan lengkap untuk menjawab masalah-masalah penelitian yang 

telah dikemukakan. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang 

terletak di Jalan Raya Tegar Beriman, Pakansari, Cibinong, Kabupaten 

Bogor, Jawa Barat. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut 

dikarenakan Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten dengan 

jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia, selain itu lokasi tersebut 
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merupakan lokasi peneliti saat melaksanakan program magang, sehingga 

mendapatkan data untuk penelitian akan menjadi lebih mudah.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2013) wawancara adalah 

pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab yang kemudian dapat dikonstruksikan makna dalam 

topik tertentu. Dengan demikian dengan bantuan wawancara, peneliti 

dapat mempelajari lebih lanjut tentang partisipan dalam memahami 

situasi dan fenomena yang terjadi, yang tidak dapat ditemukan 

melalui observasi (Stainback dalam Sugiyono, 2013). Wawancara ini 

bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung 

dengan narasumber yang dianggap relevan dengan masalah 

penelitian, yaitu sebagai berikut. 

No. Informan Data yang didapat Tanggal 

Wawancara 

1. Kepala Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk 

Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bogor 

Data mengenai 

kebijakan/peraturan 

hukum/SOP sebagai dasar 

pelaksanaan aplikasi IKD, 

cakupan kepemilikan IKD 

di Kabupaten Bogor 

24 Juni 2024 

2.  Kepala Seksi Inovasi 

Pelayanan Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bogor 

Koordinasi dan kolaborasi 

yang dilaksanakan 

Disdukcapil Kabupaten 

Bogor dengan pihak 

eksternal, upaya sosialisasi 

yang dilakukan Disdukcapil 

Kabupaten Bogor 

24 Juni 2024 

2. Staff Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bogor 

Data mengenai 

kebijakan/peraturan 

hukum/SOP sebagai dasar 

penerapan aplikasi IKD, 

ketersediaan sumberdaya 

dan prasarana dalam 

pelaksanaan IKD 

26 Juni 2024 

Tabel 2. Data Informan 

Tabel 3. Data Informan 
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Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024 

 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang 

diteliti secara sistematis dan disengaja (Abdussamad, 2021). Tujuan 

observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta 

memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi 

suatu kejadian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi 

atau pengamatan terhadap pelaksanaan Identitas Kependudukan 

Digital (IKD) yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bogor. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini yaitu melihat proses pelaksanaan IKD yang dilakukan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor 

baik dari bidang Pendaftaran Penduduk Sebagai penanggung jawab 

dalam monitoring pelaksanaan program Identitas Kependudukan 

Digital (IKD) dan dilakukan selama 6 bulan dalam periode magang. 

3. Dokumentasi  

Arikunto (dalam Abdussamad, 2021) berpendapat bahwa metode 

dokumentasi yaitu mencari informasi atau data mengenai 

permasalahan variasinya dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, jurnal, tulisan, notulensi, buku besar, dan lain-lain. Penelitian 

kualitatif memerlukan dokumen-dokumen yang relevan dengan 

objek penelitian dan diperlukan untuk melengkapi data. Dalam hal 

3. Masyarakat Manfaat yang dirasakan 

sebagai pengguna aplikasi 

Identitas Kependudukan 

Digital (IKD) 

21 Juni 2024 

4.  Staff Polres Bogor, BPJS 

Kesehatan Kabupaten 

Bogor, Bank BJB KC 

Cibinong  

Mengenai kemampuan 

pengetahuan instansi terkait 

sebagai penerima/user 

aplikasi Identitas 

Kependudukan Digital 

(IKD) 

26 Juni – 1 

Juli 2024 
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ini, untuk memperjelas sumber informasi diperoleh, peneliti 

menggunakan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian.  

       Tabel 3. Dokumentasi 

No. Nama Dokumen 

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2022 Tentang 

Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan 

Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan 

Identitas Kependudukan Digital 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2023 

 

3.5 Teknik Analisa Data 

 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang telah terkumpul. Menurut Miles dan Huberman (dalam 

Sugiyono, 2013) langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data 

yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses memilah hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, menyederhanakan data, 

dan mentransformasikannya dalam bentuk catatan. Maka dari itu, 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan mana saja data 

yang berkaitan dengan pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital 

(IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bogor. 

Reduksi data yaitu membuat ringkasan, memilih poin-poin penting, 

memusatkan perhatian pada isu-isu penting, dicari tema dan polanya. 

Data yang direduksi dengan cara ini memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan memudahkan pengumpulan data bagi peneliti 

(Sugiyono, 2013). 
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2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah berikutnya ialah menyajikan data. 

Data yang telah direduksi kemudian dapat disusun dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, atau dengan teks yang bersifat naratif 

sehingga dapat menjadi dasar untuk membentuk argumentasi. Dalam 

penelitian ini, penyajian data akan dilakukan dengan 

mendeskripsikan hasil temuan dilapangan mengenai pelaksanaan 

Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan apa saja hambatan dalam 

pelaksanaan tersebut yang kemudian informasinya akan 

mendapatkan kesimpulan penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman (dalam Sugiyono, 2013) adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Pada proses ini peneliti memaparkan dan menetapkan 

hubungan antar kategori data untuk menjawab permasalahan 

penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan pengambilan hal-hal pokok dari kumpulan hasil penelitian 

yakni berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam 

penelitian ini, kesimpulan akhir bersifat teks naratif yang 

mendeskripsikan pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.   

 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Dalam sebuah penelitian, keabsahan data merupakan hal yang penting. 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, 

transferability, dependability dan confirmability. 
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1. Uji Kredibilitas (Credibility) 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data 

derajat kepercayaan (credibility), dengan menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

a. Triangulasi Teknik  

Triangulasi teknik merupakan cara pengecekan data kepada 

sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda, 

sehingga nantinya akan didapatkan data yang valid dari berbagai 

cara pengumpulan data yang digunakan. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan pengumpulan data dengan wawancara, 

observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara 

serempak.  

b. Kecukupan referensi 

Kecukupan referensi atau bahan referensi dibutuhkan peneliti 

dalam sebuah penelitian dikarenakan hal tersebut dijadikan 

sebagai data pendukung untuk membuktikan data yang telah 

ditemukan oleh peneliti. Kecukupan referensi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah alat perekam wawancara dan beragam 

data tentang gambaran kondisi penelitian yang didukung oleh 

foto-foto. Rekaman wawancara tersebut digunakan peneliti untuk 

mendukung dan mempermudah dalam mencatat dan menganalisa 

serta membandingkan data dari para informan di lapangan. 

Kemudian foto-foto yang berkaitan dengan penelitian digunakan 

untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang 

dilaksanakan.  

2. Uji Transferabilitas (Transferability) 

Peneliti harus menyampaikan deskripsi laporannya secara rinci, jelas, 

sistematis dan terpercaya. Sehingga menjelaskan temuan penelitian 

kepada pembaca sehingga mereka dapat memutuskan apakah mereka 

dapat menerapkan temuan penelitian di tempat lain atau konteks dan 

situasi sosial yang lain. 
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3. Uji Dependabilitas (Depenability) 

Penelitian dikatakan sesuai dengan dependabilitas apabila peneliti 

selanjutnya dapat mengulangi beberapa proses penelitian. Pengujian 

dependabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur audit 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Hasil penelitian tidak dapat 

dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat menunjukkan bahwa 

serangkaian proses penelitian telah dilakukan secara nyata. 

4. Uji Konfirmabilitas (Confirmability) 

Pengujian konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dan 

berhubungan dengan proses yang dilakukan. Apabila temuan 

penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, 

maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Hal 

ini dilakukan untuk memastikan penelitian yang sudah dilakukan 

sejalan antara proses dan hasil. 

  



80 

 

  

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai 

Implementasi Identitas Kepedudukan Digital (IKD) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dapat 

disimpulkan bahwa: 

Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang 

dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bogor dapat dikatakan belum berhasil, yang mana telah dianalisis 

dengan menggunakan 3 (tiga) indikator dari teori Ripley dan Franklin 

yaitu kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi, serta terwujudnya kinerja 

dan dampak yang diinginkan. Secara keseluruhan program Identitas 

Kependudukan Digital (IKD) tersebut sudah diterapkan, namun masih 

belum dilakukan secara maksimal. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, terdapat masih banyak beberapa kendala atau 

hambatan dalam penyelenggaraan IKD yang dilakukan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku 

implementor, yaitu minimnya informasi yang lebih detail lagi terkait 

penggunaan IKD kepada masyarakat selaku pengguna. Selain itu, 

penyelenggaraan IKD yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten 

Bogor tersebut masih dilakukan secara bersamaan baik dari sisi 

masyarakat ataupun dari instansi-instansi pelayanan lainnya, sehingga 

masyarakat masih belum merasakan langsung terhadap manfaat yang 

diberikan dari adanya program IKD. 

Kemudian terdapat adanya faktor penghambat dalam penyelenggaraan 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yakni sebagai berikut: 
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1. Penyebaran informasi mengenai program Identitas Kependudukan 

Digital (IKD) masih belum menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat.  

2. Ketidakselarasan pemahaman terkait IKD di instansi-instansi 

lainnya.  

3. Pemahaman dan kesadaran sasaran terhadap program.  

4. Ketersediaan daya dukung yang dimiliki oleh masyarakat sebagai 

kelompok sasaran.  

5. Jumlah pegawai yang bertugas di bagian loket pelayanan  

6. Aplikasi yang sering terjadi perbaikan ataupun error.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa saran 

yang direkomendasikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan 

dalam penelitian yaitu:  

1. Diperlukan langkah strategis dari pemerintah untuk menyusun dan 

menetapkan regulasi yang lebih komprehensif terkait implementasi 

Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Bogor. 

Pengembangan kerangka hukum yang lebih kuat ini akan 

mendorong perluasan penggunaan IKD di berbagai instansi 

lainnya, baik pemerintah maupun swasta, sehingga manfaatnya 

dapat dirasakan sesuai dengan tujuan awal program. 

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor perlu 

memastikan pemerataan sosialisasi program Identitas 

Kependudukan Digital (IKD). Strategi penyebaran informasi dapat 

ditempuh melalui pemanfaatan media konvensional berupa media 

cetak seperti pamflet, brosur, dan banner yang ditempatkan di 

lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat, serta 

mengoptimalkan platform digital melalui media sosial resmi 

Disdukcapil Kabupaten Bogor. Melalui kedua hal tersebut, 

diharapkan dapat terbangun pemahaman yang utuh tentang 
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program IKD di kalangan masyarakat, sekaligus menghindari 

kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi tentang program ini. 

3. Memisahkan loket IKD dengan loket cetak KTP-el. Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor perlu 

memisahkan loket untuk penerbitan IKD agar masyarakat tidak 

menumpuk di loket yang sama dengan tujuan yang berbeda. 

4. Pada aplikasi IKD sendiri, dibutuhkan optimalisasi sistem aplikasi 

tersebut secara maksimal. Diperlukan adanya peningkatan 

kemampuan aplikasi untuk tetap berfungsi dalam kondisi jaringan 

internet yang tidak stabil, sehingga meminimalisir gangguan 

layanan akibat ketidakstabilan server. Kemudian, penyempurnaan 

fitur validasi data yang dapat memberikan notifikasi langsung 

kepada pengguna saat terjadi kesalahan input, khususnya untuk 

data-data krusial seperti NIK, nomor telepon, dan alamat e-mail. 
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